BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Opini Badan
Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017-2018 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi pemberian opini
BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
selama beberapa tahun hingga tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten
Belu masih mendapat opini wajar dengan pengecualian karena masih
rendahnya pemahaman dan kesadaran untuk menindaklanjuti rekomendasi
dari hasil temuan BPK, dan kurang optimalnya pengelolaan aset daerah
dan masih ditemukan kasus-kasus yang ada pada sistem pegendalian
intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian
dengan SAP dan kecukupan pengungkapan.

2. Berdasarkan hasil analisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Belu untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada tahun 2018
pemerintah daerah Kabupaten Belu meraih opini wajar  tanpa
pengecualian karena upaya- upaya yang dilakukan yaitu memahami dan
menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan,
melakukan inventarisasi terhadap aset yang telah rusak berat, hilang,
status kepemilikannya belum jelas, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak

diketahui keberadaannya dan kemudian melakukan penelusuran lebih
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lanjut atas aset yang akan diusulkan untuk dihapuskan, mengupayakan
surat edaran Bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna
Anggaran agar melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih
intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.
Pemerintah daerah Kabupaten Belu terus berupaya dan mendorong
SKPD- SKPD atau Pengguna Anggaran agar terus bekerja keras sehingga
tetap mempertahankan opini yang sudah ada dan mendapatkan opini yang

lebih baik di tahun-tahun mendatang.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan,

maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

a. Badan Kepegawaian Daerah harus memprioritaskan kemampuan calon
pegawai dalam hal akuntansi dan penganggaran untuk ditempatkan pada
bagian keuangan yang pada dasarnya merupakan bagian yang paling
sering terjadi masalah.

b. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK
di tahun-tahun sebelumnya atas temuan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern.

c. Mengadakan pembenahan di seluruh satuan kinerja terhadap sistem
pelaporan akuntansi pada belanja modal dengan laporan kepemilikan

d. BPKAD, khususnya di bidang asset harus dibenahi pengelolaan dan

penatausahaan Aset Tetap sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada.
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